GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2012 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Ananaran Pandanatan dan, Belania. Daarah Tahun Anaaaran 2012

-l

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1885
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11

12

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004  tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5049);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomaor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4578);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

21.Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012,

27.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 3 Seri D);

28.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

29.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2
Seri D);

30.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

31.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2),

32.Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50
Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2011 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :
1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 1.899.649.695.000,00
b. Dana Perimbangan Rp 2.205.077.535.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp 834.420.720.000,00
Jumlah Pendapatan Rp 4.939.147.950.000,00
2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 664.211.762.236,00
2) Belanja Bunga Rp -
3) Belanja Subsidi Rp 2.606,945.000,00
4) Belanja Hibah Rp 1.171.590,039.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 507.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 500.000.000.000,00
7] Belanja Bantuan Keuangan Rp 488.766.247.764,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp  7.685.653.000,00
Rp 2.835.367.647.000,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp  64.708.755.700,00
Z2) Belanja Barang dan Jasa Rp  830.586.449.435,00
5 Pstaalyd wdat Bt N TRPGAI LRSS0,
Rp 1.907.084.625.000,00
Jumlah Belanja Rp 4.742.452.272.000,00
Surplus Rp 196.695.678.000,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp 213.204.322.000,00
b. Pengeluaran Rp 409.900.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp (196.695.678.000,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp Nihil
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran Il Peraturan Gubernur ini.



Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ,11 Januari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAAN
dto.

H. ALEX NURDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal,i1 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 1



LampiranI PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
Momor  : 01 Tahun 2012
Tanggal : 11 Januari 2012

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR
RAIAN
URUT u JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN 4,939.147.950.000,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.899.649,695,000,00
1.1.1 Pajak Daerah 1.724.326.700.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 16.805,995,000,00
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 87.949.000,000,00
.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daesrah yang Sah 70.568.000.000,00
.2 DANA PERIMBANGAN Z 2.205.077.535.000,00 |
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Fajak | 1.443,522.844.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 716.153.261.000,00
1.2. Dana Alokasi Khusus 45.401.430.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH B34.420.720.000,00
1.3. Pendapatan Hibah 20.352.900.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 814.067.820.000,00
2 BELAMNIA A4.742.452.272.000,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.835.367.647.000,00
2.1.1 Belanja Pegawal 664.211.762.236,00
2.1.13 Belanja Subsidi 2.606.545.000,00
2.1.4 Belanja Hibah 1.171.590.039.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 507.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 500.000,000.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan ; 488,766, 247.764,00
Partai Politik
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 7.685.653.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 1.907.084.625.000,00
2.2 Belanja Pegawai 64.708.755.700,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa B30.586.449.435,00
2023 | Belanja Modal 1.011.789.419.865,00
SURPLUS / (DEFISIT) 196.6595.678.000,00
3 | PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 ' PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 213.204.322,000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 213.204,322.000,00
j.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 4119901?!00!}000110
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 324.900.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 85.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO (lQE.EQE.E?S.MD,E.II}}.
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
GUBERNUR SUMATERA SELATAAN
dto.
H. ALEX NURDIN
LINGKASAN PENIABARAN APBL Halaman 1
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